
SALINAN 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 6 TAHUN 2016 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2017 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015, Gubernur mengajukan rancangan 
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh 
persetujuan bersama; 

b. bahwa rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, merupakan perwujudan dari Peraturan Gubernur Nomor 
121 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 
2017 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran 
yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Provinsi Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta dengan Dewan Perwakilan Ralwat Daerah 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara 
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Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4744); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4503); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa 
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
21 Tahun 2011; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2017; 

11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5); 

12. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perencanaan 
Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 14); 

13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 201); 

14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

dan 
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017. 
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Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut : 

1. Pendapatan Daerah 	Rp 62.466.130.203.554,- 
2. Belanja Daerah 	 Rp 63.612.303.305.596,- 

	

Surplus/ (Defisit) 	 Rp 	(1.146.173.102.042,-) 
3. Pembiayaan Daerah: 

a. Penerimaan 	 Rp 7.725.828.000.000,- 

b. Pengeluaran 	 Rp 6.579.654.897.958,- 

	

Pembiayaan Netto 	 Rp 	1.146.173.102.042,- 

	

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 	 0,- 

Pasal 2 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: 
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah 	 Rp 41.488.193.370.554,- 
b. Dana Perimbangan sejumlah 	 Rp 18.770.211.233.000,- 
c. Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah 	Rp 	2.207.725.600.000,- 

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari 
jenis pendapatan : 
a. Pajak Daerah sejumlah 	 Rp 35.230.000.000.000,- 
b. Retribusi Daerah sejumlah 	 Rp 	677.885.370.000,- 
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Rp 	453.338.246.000,- sejumlah 

	

d Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumlah Rp 	5.126.969.754.554,- 

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis 
pendapatan : 
a. Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak 	Rp 15.621.239.355.000,- sejumlah 
b. Dana Alokasi Umum sejumlah 	 Rp 	 0,- 
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah 	 Rp 	3.148.971.878.000,- 

(4) Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
c terdiri dari jenis pendapatan : 
a. Hibah sejumlah 	 Rp 	2.207.725.600.000,- 
b. Dana Darurat sejumlah 	 Rp 	 0,- 
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah 	Rp 

Daerah Lainnya sejumlah 
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah 	Rp 	 , 
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari 	Rp 	 0,- Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah 


